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PUTUSAN

Nomor 27/Pdt.G/2020/PA.Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama  Rengat  yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara

tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan

putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Xxx, tempat dan tanggal lahir Sungai Tarab, 29 September 1993, agama

Islam,  pekerjaan  Wiraswasta,  Pendidikan  Sekolah

Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl.  Berapit

Luar  (rm.  Piliang),  Rt.  001,  Rw.  001,  Kelurahan

Pangkalan  Kasai,  Kecamatan  Seberida,  Kabupaten

Indragiri Hulu sebagai  Penggugat,   

melawan

Xxx, tempat dan tanggal lahir Pekanbaru, 29 September 1993, agama

Islam, pekerjaan Kontraktor, Pendidikan Strata I, tempat

kediaman di Jl. Suka Karya, No. 288, Rt. 008, Rw. 004,

Kelurahan  Tuah  Karya,  Kecamatan  Tampan,  Kota

Pekanbaru sebagai  Tergugat; 

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat  serta telah memeriksa bukti-

bukti yang diajukan di muka sidang; 

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 06 Januari 2020

telah  mengajukan  permohonan  Cerai  Gugat,  yang  telah  terdaftar  di

Kepaniteraan  Pengadilan  Agama,  dengan  Nomor  27/Pdt.G/2020/PA.Rgt,

tanggal 08 Januari 2020,  dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut: 

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan

pada tanggal 26 Februari 2018, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat
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Nikah  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Pekanbaru  Kota,  Kota

Pekanbaru,  dengan  bukti  Duplikat  Kutipan  Akta  Nikah  No.

078/39/II/2018, tertanggal 28 November 2019;

2. Bahwa  sesaat  sebelum memulai  akad  nikah  status  Penggugat

adalah Perawan dan status Tergugat adalah Duda;

3. Bahwa  setelah  pernikahan  tersebut,  Penggugat  dan  Tergugat

bertempat tinggal di rumah Tergugat di Jalan Suka Karya, No. 288,

RT. 008, RW. 004, Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan Tampan, Kota

Pekanbaru hingga berpisah;

4. Bahwa selama menikah Penggugat  dan Tergugat  telah bergaul

sebagaimana layaknya suami isteri dan belum karuniai anak;

5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat

dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun semenjak bulan Mei

2018  mulai  terjadi  pertengkaran  secara  terus  menerus  yang  sulit

untuk diharapkan rukun kembali penyebabnya adalah :

a. Tergugat sering pulang larut malam;

b. Tergugat  berprilaku  kasar  dalam  ucapan  kepada

Penggugat;

c. Tergugat  melakukan  kekerasan  dalam  rumah  tangga

kepada Penggugat;

6. Bahwa puncak dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi

pada bulan Oktober 2018 yang mana puncak pertengkaran tersebut

adalah  dikarenakan  pada  saat  itu  Tergugat  berselingkuh  dengan

perempuan  lain  yang  bernama  VINA,  dan  Tergugat  mengakuinya

setelah Penggugat  mengetahui  Tergugat  mentransfer uang kepada

perempuan  tersebut  sehingga  Penggugat  merasa  tidak  sanggup

menjalani kehidupan rumah tangga dengan Tergugat;

Sebagai akibat dari puncak pertengkaran tersebut adalah:

a. Penggugat dan Tergugat pisah rumah, yang meninggalkan

rumah adalah Penggugat;
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b. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin

kepada  Penggugat  terhitung  sejak  awal  Oktober  2018  hingga

gugatan ini diajukan Ke Pengadilan Agama Rengat;

7. Bahwa  sejak  puncak  pertengkaran  antara  Penggugat  dan

Tergugat terjadi, belum pernah didamaikan oleh kedua belah pihak

keluarga karena Penggugat  dan Tergugat  cendrung memilih  untuk

berpisah/bercerai;

8.  Bahwa dengan keadaan tersebut maka tidak ada tujuan berumah

tangga  yang  sakinah  mawadah  warahmah  sehingga  Penggugat

sudah berketetapan hati  untuk mengajukan gugatan perceraian ke

Pengadilan Agama Rengat.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Penggugat sampaikan di atas,

maka  dengan  ini  Penggugat  memohon  kepada  Ketua  Pengadilan  Agama

Rengat  Cq.  Majelis  Hakim yang memeriksa  dan memutus perkara  ini  untuk

selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair :

1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2) Menetapkan jatuh Talak Satu  Bain Sughro Tergugat  Xxx

terhadap Penggugat Xxx;

3) Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang undangan yang berlaku;

Subsidair :

“Apabila  Majelis  Hakim  berpendapat  lain,  mohon  memberikan

putusan yang seadil-adilnya.”

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat

telah  datang  menghadap  di  persidangan,  sedangkan  Tergugat  tidak  datang

menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap

sebagai  wakil/kuasanya  yang  sah,  meskipun  berdasarkan  surat  panggilan

tanggal  15 Januari  2020 dan tanggal  03 Februari  2020  yang dibacakan di

persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak

ternyata  bahwa  tidak  datangnya  Termohon  tersebut  disebabkan  oleh  suatu

alasan yang sah;
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Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak

bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk

bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah

datang  menghadap  meskipun  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut,

selanjutnya  dimulai  pemeriksaan  dengan  membacakan  surat  gugatan

Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan

bukti  berupa:

A.---------------------------------------------------------------------------------------------------

Bukti Surat:

1.   Fotokopi  Kartu  Tanda  Penduduk  atas  nama  Rifka  Delina

(Penggugat)  NIK  1402066909930001  tanggal  25  Januari  2016  yang

dikeluarkan oleh KepalaKantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil, Kabupaten Indragiri Hulu, Bukti surat tersebut telah diberi meterai

cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai(Bukti

P.1) ;

2. Fotokopi  Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 078/39/II/2018 tanggal 26

Februari 2018, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pekanbaru Kota,

Kota Pekanbaru. Bukti  surat  tersebut telah diberi  meterai  cukup dan

telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai(Bukti P.2) ;

B.---------------------------------------------------------------------------------------------------

Bukti Saksi:

1. xxx umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga,

tempat kediaman di RT.007 RW.003 Desa Bandar Padang, Kecamatan

Seberida, Kabupaten Indragiri  Hulu di  bawah sumpahnya memberikan

keterangan sebagai berikut: 

- Bahwa saksi adalah Kakak Kandung Penggugat, dan saksi kenal

dengan Tergugat ;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, menikah

sejak bulan Februari tahun 2018 yang lalu di Kecamatan Pekanbaru

Kota, Kota Pekanbaru ;
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- Bahwa  setelah  menikah  Penggugat   dan  Tergugat  tinggal  di

rumah Tergugat di Kota Pekanbaru hingga berpisah ;

- Bahwa Penggugat  dan Tergugat hingga saat ini belum dikaruniai

anak ;

- Bahwa antara Penggugat   dan Tergugat  pada awal  pernikahan

hidup rukun dan harmonis saja,  namun sejak dua tahun yang lalu

rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  terus  menerus  terjadi

perselisihan dan pertengkaran ;

- Bahwa  saksi  pernah  mendengar  pertengkaran  Penggugat  dan

Tergugat,  terakhir  kali  saksi  mendengar  pertengkaran  yang  terjadi

pada bulan Oktober 2018 ketika Tergugat berniat hendak menjemput

Penggugat di rumah orang tua Penggugat ;

- Bahwa setahu saksi penyebabnya adalah masalah Tergugat yang

berselingkuh dengan wanita lain disamping itu juga Tergugat sering

pulang larut malam ;

- Bahwa  setahu  saksi  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  berpisah

rumah sejak  sekitar  tahun  2018  yang  lalu,  Penggugat  yang  pergi

meninggalkan rumah kediaman bersama karena sudah merasa tidak

tahan lagi dengan sikap Tergugat ;

- Bahwa  setahu  saksi  selama  berpisah  tempat  tinggal  Tergugat

tidak pernah berkomunikasi dan tidak ada mengirimkan nafkah lagi

untuk Penggugat ;

- Bahwa setahu saksi tidak ada upaya damai yang dilakukan oleh

keluarga kedua belah pihak ;

2. xxx umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga,

tempat  kediaman  di  RT.001  RW.001  Kelurahan  Pangkalan  Kasai

Kecamatan Seberida,  Kabupaten Indragiri  Hulu. di  bawah sumpahnya

memberikan keterangan sebagai berikut: 

- Bahwa  saksi  adalah  ibu  Kandung  Penggugat,  dan  saksi  kenal

dengan Tergugat ;
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- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, menikah

sejak  dua  tahun  yang  lalu  di  Kecamatan  Pekanbaru  Kota,  Kota

Pekanbaru ;

- Bahwa  setelah  menikah  Penggugat   dan  Tergugat  tinggal  di

rumah Tergugat di Kota Pekanbaru hingga berpisah ;

- Bahwa Penggugat  dan Tergugat hingga saat ini belum dikaruniai

anak ;

- Bahwa antara Penggugat   dan Tergugat  pada awal  pernikahan

hidup  rukun  dan  harmonis  saja,  namun  bulan  Oktober  2018

Penggugat dan Tergugat  telah berpisah tempat tinggal  dan hingga

saat ini tidak pernah hidup bersama lagi ;

- Bahwa saksi  tidak  pernah mendengar  pertengkaran Penggugat

dan  Tergugat,  namun  berdasarkan  pengaduan  Penggugat  bahwa

Tergugat  telah  melakukan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga

kepadanya,  dan  saksi  melihat  bekas  pukulan  yang  biru  lebam  di

daerah wajah Penggugat ;

- Bahwa setahu saksi penyebabnya adalah masalah Tergugat yang

berselingkuh dengan wanita lain disamping itu juga Tergugat sering

pulang larut malam ;

- Bahwa  setahu  saksi  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  berpisah

rumah sejak  sekitar  tahun  2018  yang  lalu,  Penggugat  yang  pergi

meninggalkan rumah kediaman bersama karena sudah merasa tidak

tahan lagi dengan sikap Tergugat ;

- Bahwa  setahu  saksi  selama  berpisah  tempat  tinggal  Tergugat

tidak pernah berkomunikasi dan tidak ada mengirimkan nafkah lagi

untuk Penggugat ;

- Bahwa setahu saksi tidak ada upaya damai yang dilakukan oleh

keluarga kedua belah pihak ;

Bahwa  selanjutnya  Penggugat  menyampaikan  kesimpulan  bahwa  ia

tetap pada prinsipnya untuk bercerai dengan Tergugat, dan menyatakan bahwa

ia tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon agar Majelis Hakim

menjatuhkan putusannya; 
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Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam

berita  acara  persidangan perkara  ini,  sehingga untuk  mempersingkat  uraian

putusan ini ditunjuk kepada berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang,  bahwa  gugatan Penggugat  telah diajukan sesuai  dengan

Pasal  73 ayat  (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan peraturan lain

syarat  formil  berperkara,  oleh karenanya gugatan Penggugat  dapat  diterima

untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil  sesuai  dengan ketentuan

yang berlaku (pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975) namun

Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain

untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya, serta tidak

ternyata pula tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka

Tergugat  yang  telah  dipanggil  akan  tetapi  tidak  datang  menghadap,  harus

dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar

dapat bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat,

namun usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk mempertahankan kebenaran dalil-

dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat yang bertanda (P.1 dan P.2), dan

oleh  majelis  bukti-bukti  tersebut  telah  diperiksa  dan  telah  pula  dicocokkan

dengan aslinya serta dapat dinilai telah memenuhi syarat formil sebagai sebuah

alat bukti karena telah sesuai dengan kehendak pasal 2 ayat 3 Undang-Undang

Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan secara materil alat bukti P.1

menunjukkan  bahwa  Penggugat  adalah  warga  Desa  Pangkalan  Kasai

Kecamatan  Seberida  Kabupaten  Indragiri  Hulu,  sedangkan  bukti  P.2

merupakan bukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat

perkawinan  sejak  tanggal  26  Februari  2018,  sehingga  majelis  berpendapat

bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 301 Rbg maka alat bukti tersebut telah
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memiliki  nilai  kekuatan pembuktian,  dan Penggugat  memiliki  Legal  Standing

dalam mengajukan perkara ini :

  Menimbang, bahwa di samping itu Penggugat juga telah mengajukan 2

(dua)  orang  saksi  (xxx),  dan  saksi-saksi  yang  dihadirkan  oleh  Penggugat

tersebut  juga  telah  memenuhi  syarat  formil  sebagai  seorang  saksi  karena

keterangan  mereka  telah  diberikan  dimuka  persidangan,  telah  bersumpah

sesuai dengan agama mereka (Islam) dan secara materil kedua saksi tersebut

juga  telah  memenuhi  syarat  materil,  karena  keterangan  yang  diberikan

mengenai peristiwa/keadaan yang dilihat dan didengar sendiri, dan keterangan

tersebut  juga  telah  saling  bersesuaian  (sebagaimana  kehendak  pasal  309

RBg):

Menimbang,  bahwa dari  bukti-bukti  yang diajukan Penggugat  tersebut

diperoleh fakta-fakta antara sebagai berikut ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 26

Februari 2018 dan mereka belum ada dikaruniai anak ;

- Bahwa  sejak  bulan  Oktober  2018  yang  lalu  rumah  tangga

Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, mereka telah berpisah tempat

tinggal karena sebelumnya telah terjadi pertengkaran;

- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena

masalah  Tergugat  yang  berselingkuh  dengan  wanita  lain  dan  sering

melakukan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  (KDRT)  kepada

Penggugat;

- Bahwa tidak ada upaya keluarga untuk merukunkan Penggugat

dan Tergugat ;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  tersebut  di  atas  majelis

menilai  bahwa bukti-bukti  yang diajukan Penggugat telah dapat  menguatkan

dalil-dalil gugatannya, sehingga dengan demikian dapat ditemukan fakta hukum

sebagai berikut ;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat

perkawinan sejak tanggal 26 Februari 2018 dan Penggugat adalah pihak

yang berkepentingan dalam perkara ini ;
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- Bahwa  alasan  Penggugat  untuk  bercerai  telah  memenuhi

kehendak Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan kembali rumah

tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa perceraian baik ditinjau dari Hukum Islam maupun

peraturan perundang-undangan yang berlaku sejauh mungkin harus dihindari,

namun  apabila  salah  satu  pihak  atau  keduanya  sudah  menginginkan

perceraian,  maka  untuk  menghindari  fitnah  dan  dosa  yang  lebih  besar,

dibukalah pintu perceraian dan diatur dengan sebaik-baiknya ;

Menimbang,  bahwa  memperhatikan  apa  yang  telah  dipertimbangkan

diatas, majelis dapat menilai bahwa tanpa mencari siapa yang salah, kerukunan

rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dibina

dan dipertahankan lagi, sehingga tujuan perkawinan yang telah diatur dalam

pasal 1 dan 33 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, jo pasal 3 dan 77 ayat (1)

dan (2) Kompilasi Hukum Islam tidak akan terwujud, maka dalam hal ini majelis

berpendapat  bahwa  alasan  perceraian  Penggugat  dengan  Tergugat  telah

memenuhi maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo

pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116

huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ; 

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan pendapat Ahli Fiqh

dalam  kitab  Ghaayatul  Maram  Lis  Syaihil  Majdi,  yang  diambil  alih  menjadi

pendapat majelis, yang berbunyi sebagai berikut :

القاضى         عليه طلق لزوجها الزوجة رغبة عدم اشتد واذ

طلقة

Artinya :  Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya,

maka disaat itulah hakim diperkenankan menjatuhkan thalak suami

terhadap isterinya dengan thalak satu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

atas, Majelis berpendapat dan berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat untuk

bercerai  dengan Tergugat dipandang tidak melawan hukum dan telah cukup

beralasan  sehingga  oleh  karenanya   gugatan  Penggugat  tersebut  dapat

dikabulkan;
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Menimbang  bahwa  oleh  karena  Tergugat  tidak  pernah  datang

menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

maka sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 Rbg perkara

ini diputus dengan verstek (tanpa hadirnya Tergugat) ;

Menimbang,  bahwa  karena  terjadinya  perceraian  ini  atas  adanya

gugatan cerai dari pihak istri (Penggugat), maka sesuai dengan ketentuan pasal

114 dan pasal 119 ayat 1 dan 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka majelis

akan menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat terhadap Penggugat, dan

antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat melakukan rujuk kecuali  dengan

akad nikah yang baru ;

Menimbang,  bahwa  sehubungan  dengan  perceraian  tersebut  maka

Penggugat selaku istri wajib menjalani masa iddah yakni selama  3 (tiga) kali

suci   sekurang-  kurangnya  90  hari  terhitung  sejak  putusan  ini  mempunyai

kekuatan  hukum  tetap,   sesuai  ketentuan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9

Tahun  1975  pasal  39  ayat  (1)  huruf  b  juncto Kompilasi  Hukum  Islam  di

Indonesia pasal 153 ayat  (2)  huruf b ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan,

maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

tentang Peradilan Agama, maka biaya dibebankan kepada Penggugat,  yang

besarnya sebagaimana tertera dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat,  semua  pasal  dalam  peraturan  perundang-undangan  dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini; 

MENGADILI:

1.   Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi  dan patut untuk

menghadap di persidangan, tidak hadir;

2.  Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

3.  Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Xxx) terhadap Penggugat

(Xxx); 

4.  Membebankan  kepada  Penggugat  untuk  membayar  biaya  perkara

sejumlah Rp726.000,00 (tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah); 
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Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis

yang  dilangsungkan  pada  hari  Senin  tanggal  17  Februari  2020  Masehi,

bertepatan  dengan  tanggal  22  Jumadil  Akhir  1441  Hijriah  oleh  kami  Dra.

Murawati, M.A.  sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Nur Al Jumat, S.H, M.H.  dan

Dra. Mirdiah Harianja, M.H.  masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh

Ketua Majelis  tersebut  dengan  didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu

oleh   Jefi  Efrianti,  S.H.I.  sebagai  Panitera  Pengganti  serta  dihadiri  oleh

Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota,

Drs. H. Nur Al Jumat, S.H, M.H.

Ketua Majelis,

Dra. Murawati, M.A.

Hakim Anggota,

Dra. Mirdiah Harianja, M.H.
Panitera Pengganti,

Jefi Efrianti, S.H.I.
Perincian biaya :

  1.  Pendaftaran  Rp30.000,00 
   2.  Proses  Rp50.000,00 
  3.  Panggilan dan PNBP  Rp630.000,00 
  4.  Redaksi  Rp10.000,00 
  5.  Meterai  Rp6.000,00 

    Jumlah Rp726.000,00
    ( tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah ) 
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